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GUBLERNUR KEPULADAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ ©2% /DISNAKER/2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL

Menimbang

Mengingat

a.

1.

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 .
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah
Minimum Provinsi Tahun 2025 dan Upah Minimum Sektoral
Provinsi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024;

. bahwa . berdasarkan Hasil Rapat Penetapan Upah Minimum

Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2025 Dewan Pengupahan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menyepakati dan
merekomendasikan kepada Pj. Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Upah Minimum Provinsi yang dituangkan dalam Berita
Acara Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi dan
Upah Minimum Sektoral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2025 Nomor: 02/Depprov/XII/2024;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6648) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6899);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU ! Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

KEDUA :  Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebesar Rp3.876.600,00 (tiga juta delapan ratus tuju
puluh enam ribu enam ratus rupiah) perbulan. ‘

KETIGA : Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar
Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah) perbulan.

KEEMPAT : Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum
KETIGA merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari
upah pokok dan tunjangan tetap.

KELIMA . Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang mengurangi atau
menurunkan upah,



KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Pangfcalpinang :
pada tanggal 1l Desember 2024

RNUR
BELITUNG,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Menteri Ketanagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat; ) -
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di Tempat; - ’
Ketua Xsosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat;

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di
Tempat.
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